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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...           

TENTANG

UPAYA KESEHATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka melindungi pekerja baik sektor formal maupun informal,  agar  hidup  sehat  dan  terbebas  dari  gangguan kesehatan  serta  pengaruh  buruk  yang  diakibatkan oleh pekerjaan perlu dilakukan upaya kesehatan kerja yang efektif, efisien, dan terpadu;


b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Kesehatan Kerja;

Mengingat   
:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan 
: 
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG UPAYA KESEHATAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. 
Kesehatan adalah keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

2. 
Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan Kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan Kesehatan oleh pemerintah dan/atau peran masyarakat.

3. Kesehatan Kerja adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat Kesehatan  yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan, pencegahan penyimpangan Kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dari risiko akibat faktor yang merugikan Kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang mengadaptasi antara pekerjaan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya.

4. Lingkungan Kerja adalah kondisi lingkungan tempat kerja yang meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikososial yang mempengaruhi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya.

5. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau Lingkungan Kerja.

6. Penyakit Terkait Kerja adalah penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab, dimana faktor pekerjaan dan atau Lingkungan Kerja memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnya. 

7. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh Lingkungan Kerja. 

8. Cidera Akibat Kerja adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga yang diakibatkan oleh pekerjaan yang dapat menimbulkan cidera, kematian, hilang waktu kerja, kehilangan hari kerja, tidak mampu bekerja atau kerja terbatas, dirawat, ataupun cidera ringan.

9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.

11. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana pekerja bekerja, atau yang sering dimasuki pekerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. 
12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.

13. Perusahaan adalah 

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu Tempat Kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan  membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

16. Pemerintah  Pusat  adalah  Presiden  Republik  Indonesia  yang memegang  kekuasaan  pemerintahan  negara  Republik Indonesia  yang  dibantu  oleh  Wakil  Presiden  dan  menteri sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah otonom.

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a. standar Kesehatan Kerja;

b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Kerja;

c. penelitian dan pengembangan Upaya Kesehatan Kerja;
d. pembiayaan  Upaya Kesehatan Kerja; dan

e. pembinaan dan pengawasan Upaya Kesehatan Kerja
BAB II

STANDAR KESEHATAN KERJA

Bagian Kesatu 

Umum

Pasal 3
(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat menyelenggarakan Upaya Kesehatan Kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

(2) Upaya Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk melindungi Pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan Kesehatan serta pengaruh buruk pekerjaan.
(3) Upaya Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar Kesehatan Kerja.
(4) Standar Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. peningkatan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja;

b. pencegahan penyakit di Tempat Kerja; 

c. penanganan penyakit di Tempat Kerja; dan

d. pemulihan Kesehatan bagi Pekerja.
(5) Dalam melaksanakan standar Kesehatan Kerja wajib memperhatikan prinsip: 
a. penyerasian antara kapasitas kerja, beban kerja dan Lingkungan Kerja untuk mewujudkan Pekerja sehat dan produktivitas kerja yang optimal; 
b. mengutamakan upaya peningkatan dan pencegahan selain pengobatan dan pemulihan Kesehatan;

c. memberikan kesempatan Pekerja untuk melakukan akses ke fasilitas Kesehatan; dan
d. mengedepankan hubungan yang harmonis dan sinergis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengurus atau pengelola Tempat Kerja, pemberi kerja, dan Pekerja.
(6) Standar Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan sistem Kesehatan nasional dan kebijakan keselamatan dan Kesehatan Kerja nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja, dan Pemberi Kerja wajib melaksanakan standar Kesehatan Kerja di Tempat Kerja.
(2) Standar Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Tempat Kerja pada sektor formal dan sektor informal, termasuk di lingkungan TNI baik darat, laut, maupun udara, serta POLRI.

(3) Selain Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), standar Kesehatan Kerja juga berlaku pada Tempat Kerja di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(4) Standar Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diselenggarakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Standar Peningkatan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja

Paragraf 1

Umum
Pasal 5
(1) Standar peningkatan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja ditujukan untuk memperoleh derajat Kesehatan setinggi-tingginya pada kondisi sehat, bugar dan produktif. 

(2) Standar peningkatan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. peningkatan pengetahuan Kesehatan Kerja;
b. pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat serta selamat di Tempat Kerja;
c. tatalaksana Kesehatan jiwa Pekerja;

d. pemenuhan gizi Pekerja;

e. perlindungan Kesehatan reproduksi di Tempat Kerja; dan
f. peningkatan kebugaran jasmani.
Paragraf 2

Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Kerja

Pasal 6
(1) Peningkatan pengetahuan Kesehatan Kerja harus terus dibina selama Pekerja aktif bekerja disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Kesehatan serta keselamatan kerja.

(2) Peningkatan pengetahuan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan;
b. sosialisasi Kesehatan Kerja;
c. penyuluhan Kesehatan Kerja; dan
d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang Kesehatan Kerja.
Paragraf 3

Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Selamat 
di Tempat Kerja

Pasal 7
(1) Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat serta selamat di Tempat Kerja meliputi:

a. membaca dan menerapkan prosedur operasi kerja;
b. mempergunakan alat pelindung diri (APD) sesuai jenis pekerjaan;

c. penerapan Tempat Kerja kawasan tanpa rokok;

d. larangan penggunaan obat-obat terlarang dan minuman  beralkohol;

e. aktivitas fisik di Tempat Kerja dan peningkatan kebugaran jasmani;

f. keanekaragaman makanan dengan gizi seimbang; 

g. cuci tangan dengan air bersih dan sabun;

h. menjaga kebersihan dan kerapihan Tempat Kerja beserta seluruh fasilitas Tempat Kerja; 

i. membuang sampah pada tempatnya; 

j. menggunakan jamban saat buang air besar dan kecil; dan

k. tidak melakukan perilaku seks menyimpang dan seks berisiko
(2) Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat serta selamat di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4

Tatalaksana Kesehatan Jiwa Pekerja

Pasal 8
(1) Tatalaksana Kesehatan jiwa Pekerja bertujuan untuk meningkatkan ketahanan mental Pekerja terhadap pemicu stres (stressor).
(2) Tatalaksana Kesehatan jiwa Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. menciptakan Lingkungan Kerja yang kondusif;

b. melaksanakan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja;
c. mengatur pengembangan karir;
d. melaksanakan program pendampingan Pekerja; dan
e. memberikan sanksi dan penghargaan.
Paragraf 5

Pemenuhan Gizi Pekerja

Pasal 9
(1) Pemenuhan gizi Pekerja dilaksanakan melalui:

a. penilaian status gizi;
b. pemenuhan gizi seimbang bagi Pekerja; dan 
c. pencegahan dan penanggulangan masalah gizi Pekerja.
(2) Pemenuhan gizi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Paragraf 6

Perlindungan Kesehatan Reproduksi di Tempat Kerja

Pasal 10
(1) Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja dan/atau Pemberi Kerja wajib memberikan perlindungan Kesehatan reproduksi di Tempat Kerja bagi Pekerja dengan memperhatikan kesetaraan gender.

(2) Perlindungan Kesehatan reproduksi di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. identifikasi bahaya di Tempat Kerja tentang pajanan berisiko terhadap Kesehatan reproduksi;
b. pengukuran Lingkungan Kerja yang berpengaruh terhadap Kesehatan reproduksi;
c. penilaian risiko kerja/Tempat Kerja yang dapat mengganggu Kesehatan reproduksi; dan
d. pengendalian risiko Tempat Kerja yang dapat mengganggu Kesehatan reproduksi.
(3) Perlindungan Kesehatan reproduksi di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pekerja perempuan dilaksanakan pada masa sebelum hamil, hamil, persalinan, dan sesudah melahirkan.
Pasal 11
(1) Dalam rangka perlindungan Kesehatan reproduksi di Tempat Kerja bagi Pekerja perempuan, Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja dan/atau Pemberi Kerja wajib memberikan hak sebagai berikut:

a. cuti haid pada hari pertama dan kedua saat merasakan sakit dan/atau terdapat indikasi medis;
b. cuti kehamilan dengan risiko tinggi;
c. cuti melahirkan; dan
d. cuti aborsi baik spontan atau atas indikasi kedaruratan medis termasuk akibat perkosaan.
(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja juga berhak atas kesempatan memberikan air susu ibu eksklusif.
Paragraf 7

Peningkatan Kebugaran Jasmani Pekerja

Pasal 12
(1) Peningkatan kebugaran jasmani Pekerja bertujuan untuk meningkatkan derajat Kesehatan dan kebugaran jasmani Pekerja untuk mencapai produktivitas kerja yang optimal.

(2) Peningkatan kebugaran jasmani Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. aktivitas fisik harian Pekerja;

b. peregangan di Tempat Kerja;
c. pengukuran kebugaran jasmani Pekerja; dan

d. pemantauan dan evaluasi latihan fisik terprogram bagi Pekerja.
Bagian Ketiga

Standar Pencegahan Penyakit di Tempat Kerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 13
(1) Standar pencegahan penyakit di Tempat Kerja ditujukan agar Pekerja terbebas dari gangguan Kesehatan, penyakit menular, penyakit tidak menular, Penyakit Akibat Kerja, Penyakit Terkait Kerja, dan Cidera Akibat Kerja.
(2) Standar pencegahan penyakit di Tempat Kerja  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. manajemen risiko Kesehatan di Tempat Kerja;

b. penerapan ergonomi kerja;

c. penerapan hygiene industri  di Tempat Kerja;

d. pengendalian Lingkungan Kerja;

e. penemuan dini kasus penyakit dan penilaian status Kesehatan; 

f. penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja; 

g. penerapan standar kewaspadaan universal (universal precaution);

h. pelaksanaan surveilans Kesehatan di Tempat Kerja; dan/atau
i. pemberian imunisasi atau profilaksis pada Pekerja sesuai risiko Kesehatan di Tempat Kerja;  

Paragraf 2
Manajemen Risiko Kesehatan di Tempat Kerja

Pasal 14
(1) Manajemen risiko Kesehatan di Tempat Kerja bertujuan untuk  meminimalkan kerugian akibat Pekerja sakit dan terjadi Kecelakaan Kerja, meningkatkan peluang untuk peningkatan produksi melalui suasana kerja yang aman, sehat dan nyaman, memotong mata rantai kejadian kerugian serta pencegahan kerugian akibat ganggungan Kesehatan, Penyakit Akibat Kerja, Penyakit Terkait Kerja, dan Cidera Akibat Kerja. 

(2) Manajemen risiko Kesehatan di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengidentifikasian potensi bahaya Kesehatan Kerja;

b. penilaian risiko Kesehatan Kerja; dan

c. pengendalian risiko Kesehatan Kerja.

(3) Manjemen risiko Kesehatan di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dengan manajemen risiko keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
(1) Pengidentifikasian potensi bahaya Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi risiko pada Pekerja, Lingkungan Kerja, dan sekitar Tempat Kerja.

(2) Pengidentifikasian potensi bahaya Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila ada perubahan alat, bahan, atau proses kerja.
Pasal 16
(1) Penilaian risiko Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b bertujuan:
a. sebagai data/informasi untuk membuat kebijakan dalam menetapkan prioritas risiko Kesehatan Kerja;
b. sebagai data/informasi untuk evaluasi keberhasilan program pengendalian risiko; dan  
c. sebagai data/informasi untuk mengambil keputusan guna menyusun program pengendalian risiko.
(2) Penilaian risiko Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengukuran tingkat pajanan; dan

b. penilaian pajanan. 
(3) Penilaian risiko Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada lingkungan Tempat Kerja dan Pekerja paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(4) Selain penilaian risiko Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada lingkungan Tempat Kerja yang menggunakan atau dalam proses kerja menghasilkan salah satu potensi bahaya Kesehatan Kerja yang terdapat dalam daftar wajib manajemen risiko harus dilakukan surveilans Kesehatan Kerja.

Pasal 17
Pengendalian risiko Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan hirarki pengendalian meliputi:
a. eliminasi; 
b. substitusi;

c. pengendalian teknis/rekayasa;

d. pengendalian administratif; dan/atau

e. penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
Pasal 18
(1) Pelaksanaan manajemen risiko Kesehatan di Tempat Kerja harus dicatat oleh Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja dan/atau Pemberi Kerja sebagai bagian dari sistem informasi Kesehatan Kerja.
(2) Hasil penilaian risiko dan cara pengendalian risiko harus dikomunikasikan kepada Pekerja.
Paragraf 3
Penerapan Ergonomi Kerja

Pasal 19
(1) Penerapan ergonomi kerja ditujukan untuk melindungi Pekerja dari bahaya ergonomi yang dapat menimbulkan gangguan Kesehatan, Penyakit Akibat Kerja, Penyakit Terkait Kerja, dan Cidera Akibat Kerja.
(2) Penerapan ergonomi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. penyesuaian peralatan kerja dengan postur tubuh yang bekerja;

b. merancang peralatan dan cara kerja hingga postur tubuh tetap alami (fisiologis);

c. menghindari pekerjaan yang berulang secara terus menerus dalam posisi yang sama termasuk postur tubuh statis;

d. merancang Tempat Kerja yang sesuai dengan antropometri Pekerja; 

e. pemberian beban kerja yang sesuai;  dan

f. menciptakan Lingkungan Kerja yang nyaman.

Paragraf 4
Penerapan Hygiene Industri di Tempat Kerja
Pasal 20
(1) Penerapan hygiene industri di Tempat Kerja ditujukan untuk mencegah dan mengurangi risiko dan potensi bahaya di Tempat Kerja.
(2) Penerapan hygiene industri di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. antisipasi potensi bahaya Kesehatan Kerja;
b. pengenalan/rekognisi potensi bahaya Kesehatan Kerja;
c. evaluasi bahaya Kesehatan Kerja; dan
d. pengendalian bahaya Kesehatan Kerja.
Paragraf 5
Pengendalian Lingkungan Kerja

Pasal 21
(1) Pengendalian Lingkungan Kerja ditujukan untuk menciptakan Lingkungan Kerja yang kondusif agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara optimal, sehat, aman, dan nyaman

(2) Pengendalian Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian faktor risiko:
a. fisika;
b. kimia;

c. biologi; 

d. ergonomi; dan 

e. psikososial.
Paragraf 6
Penemuan Dini Kasus Penyakit dan Penilaian 
Status Kesehatan

Pasal 22
(1) Penemuan dini kasus penyakit dan penilaian status Kesehatan bertujuan untuk penyesuaian antara status Kesehatan Pekerja dengan jenis pekerjaannya. 
(2) Penemuan dini kasus penyakit dan penilaian status Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 
a. pemeriksaan Kesehatan prapenempatan atau sebelum bekerja;

b. pemeriksaan Kesehatan berkala; dan
c. pemeriksaan Kesehatan khusus.
(3) Pemeriksaan Kesehatan prapenempatan atau sebelum bekerja dan pemeriksaan Kesehatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan faktor risiko pada Pekerja, Lingkungan Kerja, dan sekitar Tempat Kerja.

(4) Pemeriksaan Kesehatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditujukan untuk penilaian kelaikan kerja karena kondisi khusus pekerjaan dan Lingkungan Kerja serta kerentanan Kesehatan Pekerja.
Pasal 23
(1) Penemuan dini kasus penyakit dan penilaian status Kesehatan merupakan tanggung jawab Pemberi Kerja.
(2) Penemuan dini kasus penyakit dan penilaian Kesehatan yang dilakukan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 7
Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja
Pasal 24
(1) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) wajib dilakukan oleh Pekerja saat bekerja sesuai bahaya dan besaran risiko kerja untuk menjaga Kesehatan dan keselamatan Pekerja.
(2) Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan di Tempat Kerja sesuai dengan jumlah Pekerja dan bahaya yang ada.
(3) Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 8
Penerapan Standar Kewaspadaan Universal (Universal Precaution)
Pasal 25
(1) Penerapan standar kewaspadaan universal ditujukan untuk:
a. mencegah terjadinya gangguan Kesehatan, Penyakit Akibat Kerja, Penyakit Terkait Kerja, dan Cidera Akibat Kerja; 
b. mengurangi risiko penularan patogen melalui darah dan cairan tubuh lain, sekresi, ekskresi, dan udara dari sumber yang diketahui maupun tidak diketahui.
(2) Standar kewaspadaan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditaati oleh Tenaga Kesehatan, Pekerja, dan pihak terkait serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Paragraf 9
Pelaksanaan Surveilans Kesehatan di Tempat Kerja

Pasal 26
(1) Surveilans Kesehatan di Tempat Kerja dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan yang ditunjuk oleh Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja/Pemberi Kerja di Tempat Kerja.  

(2) Surveilans Kesehatan di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menghasilkan informasi yang objektif, terukur, dapat diperbandingkan antar waktu, antar wilayah, dan antar kelompok  Pekerja dan masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan.

(3) Pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi hasil surveilans Kesehatan di Tempat Kerja  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyakit menular dan tidak menular, Penyakit Akibat Kerja, dan Kecelakaan Kerja dengan pemantauan Lingkungan Kerja, pemantauan biologis, dan pemeriksaan Kesehatan.  

(4) Pelaksanaan surveilans Kesehatan di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada perangkat daerah bidang Kesehatan dan bidang ketenagakerjaan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Laporan hasil pelaksanaan surveilans Kesehatan di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan Upaya Kesehatan Kerja bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Paragraf 10
Pemberian Imunisasi atau Profilaksis Pada Pekerja Sesuai Risiko Kesehatan di Tempat Kerja
Pasal 27
(1) Setiap calon Pekerja yang bekerja di Tempat Kerja yang berisiko wajib mendapat imunisasi atau profilaksis terlebih dahulu.
(2) Imunisasi atau profilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat

Standar Penanganan Penyakit di Tempat Kerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 28
(1) Standar penanganan penyakit di Tempat Kerja ditujukan untuk tatalaksana penyakit, pengobatan secara dini penyakit, dan mencegah keparahan dari penyakit menular dan penyakit tidak menular, gangguan Kesehatan, Penyakit Akibat Kerja, Penyakit Terkait Kerja, dan Cidera Akibat Kerja.
(2) Standar penanganan penyakit di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. diagnosis dan tatalaksana penyakit pada Pekerja;

b. pertolongan pertama pada Kecelakaan Kerja dan penyakit;

c. penanganan kasus kegawatdaruratan medik;

d. pengobatan dan konseling Kesehatan Kerja; dan 
e. mekanisme rujukan.

(3) Diagnosis dan tatalaksana penyakit pada Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi diagnosis dan tatalaksana penyakit menular dan tidak menular, gangguan Kesehatan, Penyakit Akibat Kerja, Penyakit Terkait Kerja, dan Cidera Akibat Kerja;
(4) Pertolongan pertama pada Kecelakaan Kerja dan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilaksanakan di Tempat Kerja. 

(5) Penanganan kasus kegawatdaruratan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(6) Diagnosis dan tata laksana penyakit pada Pekerja, pengobatan dan konseling Kesehatan Kerja, dan mekanisme rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf e dapat dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di luar Tempat Kerja.

(7) Penanganan penyakit di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemberi Kerja di Tempat Kerja diintegrasikan dengan penanganan gangguan Kesehatan, Penyakit Akibat Kerja, Penyakit Terkait Kerja, dan Cidera Akibat Kerja melalui sistem jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(8) Pemberi Kerja yang sudah mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau asuransi Kesehatan lainnya tidak menggugurkan kewajiban untuk memenuhi standar penanganan penyakit di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  
Paragraf 2

Diagnosis  dan Tatalaksana Penyakit Pada Pekerja
Pasal 29
(1) Diagnosis dan tata laksana penyakit dan/atau kasus diduga penyakit menular dan tidak menular, gangguan Kesehatan, Penyakit Akibat Kerja, Penyakit Terkait Kerja, dan Cidera Akibat Kerja harus dilaksanakan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
(2) Diagnosis dan tata laksana penyakit yang dilakukan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30
Dalam hal diagnosis dan tata laksana penyakit dan/atau kasus diduga penyakit menular dan tidak menular, gangguan Kesehatan, Penyakit Akibat Kerja, Penyakit Terkait Kerja, dan Cidera Akibat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditemukan Penyakit Akibat Kerja atau Cidera Akibat Kerja yang menimbulkan kecacatan, dilakukan penilaian kecacatan.
Pasal 31
Hasil diagnosis dan tata laksana kasus Penyakit Akibat Kerja dan Cidera Akibat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan penilaian kecacatan yang disebabkan oleh Penyakit Akibat Kerja atau Cidera Akibat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 digunakan untuk pertimbangan mendapat jaminan Kecelakaan Kerja.
Pasal 32
(1) Apabila dalam penanganan penyakit di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diduga dan/atau ditemukan adanya kasus Penyakit Akibat Kerja dan/atau Cidera Akibat Kerja, Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja harus melaporkan kepada perangkat daerah bidang Kesehatan dan bidang ketenagakerjaan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kasus Penyakit Akibat Kerja dan/atau Cidera Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan atau investigasi dan analisis untuk menentukan faktor penyebabnya oleh perangkat daerah bidang Kesehatan dan bidang ketenagakerjaan setempat.
(3) Hasil  pemeriksaan atau investigasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan evaluasi atau perbaikan kondisi Lingkungan Kerja dan upaya pengendaliannya agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

Paragraf 3

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja dan Penyakit 

Pasal 33
(1) Setiap Tempat Kerja wajib menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana untuk pertolongan pertama pada Kecelakaan Kerja dan penyakit di Tempat Kerja pada Pekerja dan orang lain di Tempat Kerja. 
(2) Fasilitas atau sarana dan prasarana untuk pertolongan pertama pada Kecelakaan Kerja dan penyakit di Tempat Kerja meliputi ruangan, peralatan, dan perlengkapan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pertolongan pertama pada Kecelakaan Kerja dan penyakit di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas atau tim yang beranggotakan petugas pertolongan pertama pada kecelakaan di Tempat Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Medik 
Pasal 34
(1) Setiap Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja, atau Pemberi Kerja harus melakukan penanganan kasus kegawatdaruratan medik dengan tepat dan cepat.
(2) Penanganan kasus kegawatdaruratan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanganan gangguan Kesehatan, Penyakit Akibat Kerja, Penyakit Terkait Kerja, Cidera Akibat Kerja, dan kasus keracunan.
(3) Penanganan kasus kegawatdaruratan medik di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan terlatih. 
(4) Selain penanganan kasus kegawatdaruratan medik di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja atau Pemberi Kerja harus menyediakan akses evakuasi medik.

Paragraf 5

Pengobatan dan Konseling Kesehatan Kerja
Pasal 35
(1) Setiap Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja, atau Pemberi Kerja harus menyediakan akses untuk pengobatan dan konseling Kesehatan Kerja.

(2) Akses untuk pengobatan dan konseling Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. 
rawat jalan;

b. 
rawat inap: dan 

c. 
konseling Kesehatan.

(3) Dalam melaksanakan pengobatan dan konseling Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pendekatan menyeluruh dengan memperhatikan aspek fisik, psikologis dan sosial.

Paragraf 6

Mekanisme Rujukan

Pasal 36
(1) Dalam hal terdapat penyakit menular dan tidak menular, gangguan Kesehatan, Penyakit Akibat Kerja, Penyakit Terkait Kerja, Cidera Akibat Kerja, dan kasus keracunan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja, atau Pemberi Kerja memberikan akses rujukan pada fasilitas Kesehatan tingkat lanjut.
(2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek medik dan Kesehatan Kerja.
Bagian Kelima

Standar Pemulihan Kesehatan Bagi Pekerja 

Pasal 37
(1) Standar pemulihan Kesehatan bagi Pekerja diberikan bagi setiap Pekerja yang mengalami gangguan Kesehatan, penyakit menular dan tidak menular, Penyakit Akibat Kerja, Penyakit Terkait Kerja, dan Cidera Akibat Kerja. 
(2) Penyelenggaraan pemulihan Kesehatan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemulihan medis dan pemulihan kerja.
(3) Pemulihan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek fisik dan mental.

(4) Pemulihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. evaluasi kapasitas fungsional dengan cara mengamati dan mengidentifikasi tingkat kinerja Pekerja;

b. program kembali bekerja setelah mengalami sakit parah atau Kecelakaan Kerja, pengkondisian Pekerja untuk dapat bekerja kembali;

c. analisis jabatan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, mengamati seorang Pekerja melaksanakan tugas pekerjaan di tempat kerjanya;

d. deskripsi pekerjaan sesuai dengan kemampuan Pekerja; dan

e. edukasi Kesehatan pencegahan cedera atau Kecelakaan Kerja agar cedera atau Kecelakaan Kerja tidak berulang.
(5) Pemulihan Kesehatan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan.
(6) Pemulihan Kesehatan bagi Pekerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengaturan Lebih Lanjut
Pasal 38
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Kesehatan Kerja diatur dengan Peraturan Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Kesehatan Kerja sebagai bagian dari norma keselamatan dan Kesehatan Kerja diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
Penjelasan ayat (2):
Alternatif 1 (Usulan Kemenkes):

Yang dimaksud dengan standar Kesehatan Kerja sebagai bagian dari norma keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah parameter yang harus terpenuhi untuk menjamin perlindungan keselamatan Pekerja sebagai akibat pekerjaan dan Lingkungan Kerja.
Alternatif 2 (Usulan Kemenkes):

Yang dimaksud dengan standar Kesehatan Kerja sebagai bagian dari norma keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah ketentuan-ketentuan terkait Upaya Kesehatan Kerja sebagai bagian dari upaya keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi keselamatan Pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.

Alternatif 3 (Usulan Kemenaker):

Yang dimaksud dengan standar Kesehatan Kerja sebagai bagian dari norma keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah ketentuan-ketentuan terkait upaya Kesehatan Kerja sebagai bagian dari upaya keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat Kesehatan para Pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja, pengendalian bahaya di Tempat Kerja, promosi Kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan Kesehatan Kerja pada khususnya dan ketenagakerjaan pada umumnya.
CAT : PENDING
(3) Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan standar Kesehatan Kerja sesuai kebutuhan dan karakteristik sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III

PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39
(1) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Kerja wajib dilaksanakan secara komprehensif di Tempat Kerja.

(2) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Kerja wajib diselenggarakan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pihak ketiga.
Pasal 40
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Kerja harus didukung oleh ketersediaan:

a. Tenaga Kesehatan di Tempat Kerja;
b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Tempat Kerja; 
c. peralatan Kesehatan Kerja  di Tempat Kerja; dan
d. pencatatan dan pelaporan Upaya Kesehatan Kerja.
Bagian Kedua

Tenaga Kesehatan di Tempat Kerja

Pasal 41
(1) Tenaga Kesehatan di Tempat Kerja yang memberikan Upaya Kesehatan Kerja wajib memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tenaga Kesehatan yang memberikan Upaya Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

(3) Selain Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Kerja diperlukan tenaga ahli lainnya. 

Pasal 42
(1) Tenaga Kesehatan di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib memiliki kompetensi di bidang Kesehatan Kerja yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang Kesehatan Kerja.
(2) Pendidikan di bidang Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelatihan di bidang Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat melalui lembaga pelatihan yang terakreditasi. 
(4) Pelatihan di bidang Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi pelatihan Kesehatan Kerja atau higiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja.

(5) Pelatihan Kesehatan Kerja atau higiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diselenggarakan bagi dokter harus memuat materi mengenai diagnosis Penyakit Akibat Kerja dan penetapan kelaikan kerja dan tatalaksana kembali kerja.
(6) Pelatihan Kesehatan Kerja atau higiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan Pekerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 43
Pelatihan Kesehatan Kerja atau higiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja dikecualikan bagi Tenaga Kesehatan yang telah memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal di bidang Kesehatan Kerja. 

Bagian Ketiga

Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Tempat Kerja
Pasal 44
(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Tempat Kerja disediakan oleh pemberi kerja, atau Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja.
(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Tempat Kerja dapat berbentuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan.
(3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa praktik dokter atau klinik pratama.
(4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan di Tempat Kerja dapat berbentuk klinik utama atau unit fungsional kedokteran okupasi di rumah sakit.

(5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peralatan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
Pasal 45
(1) Dalam menyelenggarakan standar Kesehatan Kerja didukung dengan peralatan Kesehatan Kerja yang disesuaikan dengan faktor risiko/bahaya Kesehatan dan keselamatan di Tempat Kerja. 

(2) Peralatan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan oleh pengurus atau pengelola Tempat Kerja, atau Pemberi Kerja.

(3) Penentuan faktor risiko/bahaya Kesehatan dan keselamatan di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian risiko sesuai  standar yang berlaku.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Pencatatan dan Pelaporan Upaya Kesehatan Kerja

Pasal 46
(1) Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja, atau Pemberi Kerja wajib melakukan pencatatan dan pelaporan Upaya Kesehatan Kerja. 
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan terhadap semua kegiatan Upaya Kesehatan Kerja.
(3) Pelaporan Upaya Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Upaya Kesehatan Kerja dilaksanakan oleh pihak ketiga, pelaporan disampaikan oleh pihak ketiga kepada  instansi yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan tembusan Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja atau Pemberi Kerja.
(5) Pencatatan dan pelaporan Upaya Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi Kesehatan dan sistem informasi ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
BAB IV

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
UPAYA KESEHATAN KERJA
Pasal 47
(1) Untuk meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya dalam Upaya Kesehatan Kerja, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan.
(2) Penelitian dan pengembangan Upaya Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penelitian dan pengembangan di bidang Kesehatan Pekerja dan surveilans Kesehatan Kerja.

(3) Kegiatan penelitian dan pengembangan Upaya Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan kaidah ilmiah, tepat waktu, dan tepat guna, dan memperhatikan prinsip terpadu, berkesinambungan, akurat dan akuntabel, etik penelitian Kesehatan, norma yang berlaku dalam masyarakat serta kelestarian lingkungan.
Pasal 48
(1) Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja wajib mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan Upaya Kesehatan Kerja.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. dukungan pelaksanaan  penelitian  dan pengembangan  Upaya Kesehatan Kerja; 

b. dukungan kepada Pekerja yang akan menjadi  subyek penelitian; 

c. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam  penelitian  dan pengembangan  Upaya Kesehatan Kerja; dan

d. menjadi mitra dalam kegiatan penelitian dan pengembangan Upaya Kesehatan Kerja.

(3) Subyek penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhak mendapatkan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian  dan pengembangan  Upaya Kesehatan Kerja.  
Pasal 49
Penelitian dan pengembangan Upaya Kesehatan Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 50
Pembiayaan Upaya Kesehatan Kerja yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan
Pasal 51
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

a. menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Kerja;

b. memfasilitasi Pekerja untuk mendapatkan akses atas pelayanan Kesehatan yang bermutu di Tempat Kerja atau di luar Tempat Kerja. 

(3) Pembinaan terhadap pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari pembinaan keselamatan dan Kesehatan Kerja.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 52
(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dilakukan oleh instansi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturam perundang-undangan.

(2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja yang merupakan bagian dari norma keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan oleh instansi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturam perundang-undangan.
Pasal 53
(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang, lembaga, Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja, atau Pemberi Kerja yang telah berjasa dalam setiap kegiatan mewujudkan tujuan Upaya Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

Bagian Kedua

Pengawasan
Pasal 54
(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja.
(2) Menteri dalam melakukan pengawasan dapat mendelegasikan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Kesehatan.
(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat.

Alternatif 1 (Usulan Kemenkes):

Pasal ...

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja.

(2) Menteri dalam melakukan pengawasan dapat mendelegasikan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Kesehatan.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal ...

Pengawasan terhadap pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja yang merupakan bagian dari norma keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan oleh instansi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturam perundang-undangan.
Alternatif 2 (Usulan Kemenaker):
Pasal ...
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Tempat Kerja dalam Perusahaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja diperlukan tindak lanjut yang bersifat teknis Kesehatan, pengawas ketenagakerjaan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
(4) Teknis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. standar SDM Kesehatan; 

b. standar fasilitas Kesehatan; 

c. standar pelayanan Kesehatan; dan 

d. standar profesi Kesehatan. 

(5) Pengawasan terhadap pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan sektor informal dilakukan oleh Tenaga pengawas Kesehatan yang ditunjuk Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alternatif 3 (Usulan Kemenaker):
Pasal ...
(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja.

(2) Menteri dalam melakukan pengawasan dapat mendelegasikan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Kesehatan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hal-hal yang bersifat teknis medis dilakukan oleh kementerian yang membidangi Kesehatan dan yang bersifat teknis ketenagakerjaan dilakukan oleh kementerian yang membidangi ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat.

CAT : PENDING
Pasal 55
(1) Menteri dalam melakukan pengawasan dapat mengangkat Tenaga Pengawas Kesehatan.
(2) Pengangkatan Tenaga Pengawas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Kesehatan.
(3) Tenaga Pengawas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3), tenaga pengawas Kesehatan mempunyai kewenangan:

a. memasuki setiap Tempat Kerja yang diduga penyelenggaraan Upaya Kesehatan Kerja;

b. memeriksa perizinan yang dimiliki oleh Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(5) Dalam hal di suatu kabupaten/kota belum terdapat tenaga pengawas Kesehatan, pengawasan terhadap pelayanan teknis Kesehatan Kerja dan norma Upaya Kesehatan Kerja di luar lingkungan Perusahaan dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
Pasal 56
(1) Dalam hal hasil pengawasan terdapat adanya pelanggaran, tenaga pengawas Kesehatan dapat:
a. merekomendasikan untuk sanksi administrasi; atau
b. melaporkan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
a. teguran tertulis;
b. denda administrasi; dan/atau

c. pencabutan ijin.

Pasal 57
Setiap orang yang bertanggung jawab atas tempat dilakukannya pemeriksaan oleh tenaga pengawas Kesehatan mempunyai hak untuk menolak pemeriksaan apabila tenaga pengawas Kesehatan tidak dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan.
Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59
(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kesehatan Kerja dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
(2) Seluruh Tempat Kerja harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta

pada tanggal 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

            JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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PENJELASAN 
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TENTANG
UPAYA KESEHATAN KERJA

I. UMUM

Sehat atau Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia. Dalam Konstitusi WHO disebutkan “Health is a fundamental human right”. Sejalan dengan hal tersebut Undang-undang Dasar 45 Pasal 28 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Berdasarkan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap prang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kepedulian, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang optimal. Terwujudnya derajat Kesehatan yang optimal bagi masyarakat Pekerja mempunyai peranan penting tidak hanya bagi keberhasilan pembangunan Kesehatan tetapi juga pembangunan nasional secara keseluruhan.

Resolusi World Health Assembly, WHA 60.26 tahun 2007 tentang Workers health: Global Plan of Action menekankan bahwa Kesehatan Pekerja merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan produktivitas dan perekonomian. Pencegahan primer terhadap bahaya Kesehatan di Tempat Kerja merupakan upaya untuk tercapainya Kesehatan Pekerja. Oleh karena itu, WHA menghimbau WHO untuk menggalakkan pengelolaan Kesehatan Kerja melalui The Global Plan Action on Workers’ Health 2008-2017.  Sedangkan Indonesia menghadapi Globalisasi World Trade Organisation (WTO) dan Asian Free Trade Agreement (AFTA) yang mempunyai konsekuensi persaingan antar negara dalam kuantitas dan kualitas produk, jasa maupun sumberdaya manusia. Penerapan Kesehatan Kerja merupakan salah satu syarat agar produk suatu industri diterima oleh negara penerima untuk dapat memenangi persaingan diperlukan Pekerja yang sehat dan produktif.
Dalam kehidupan Pekerja, baik di usaha individu/mandiri, skala rumah tangga, mikro/kecil, menengah maupun besar serta lingkungan modern maupun tradisional, Pekerja menghadapi potensi bahaya yang dapat menyebabkan ganggungan Kesehatan, Penyakit Akibat Kerja, Penyakit Terkait Kerja, dan Cidera Akibat Kerja  dan bahkan kematian akibat sakit maupun Kecelakaan Kerja. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 164 tentang Kesehatan Kerja yang merupakan dasar hukum dalam melindungi Kesehatan Pekerja memerlukan Peraturan Pemerintah sebagai jabaran panduan aspek legal kebijakan Kesehatan Kerja yang mencakup semua sektor pekerjaan. 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan perlindungan Kesehatan Pekerja yang meliputi sektor formal dan informal. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan perlindungan K3 kepada semua Pekerja dan orang lain yang berada di Tempat Kerja, dan dilaksanakan melalui penerapan SMK3 berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan demikian maka perlindungan Kesehatan Pekerja sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilaksanakan melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Kesehatan Kerja merupakan ilmu yang bersifat multidisiplin yang merupakan perpaduan antara beberapa keilmuan antara lain ilmu Kesehatan, kedokteran, kedokteran okupasi, keselamatan kerja, Lingkungan Kerja, hygiene industri, toksikologi industri, psikologi kerja, ergonomi kerja, dan emergensy respon. Dalam implementasinya, Kesehatan Kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) karena perlindungan kesesehatan Pekerja/karyawan harus dibarengi dengan perlindungan keselamatan kerjanya melalui berbagai program yang saling terkait.
Keterkaitan Kesehatan Kerja dengan K3 tercermin dalam konvensi ILO dan institusi K3 di berbagai Negara di Dunia seperti OSHA, NIOSH, KOSHA, APHOSO, ICOH dll. Beberapa Konvensi ILO terkait dengan K3 antara lain: Konvensi ILO 187 tentang Landasan Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Promotion Frame Work on Occupational Safety and Health) yang telah diratifikasi melalui Perpres 34 Tahun 2014; Konvensi ILO 155 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja (Occupational Safety and Health and The Work Environment); Konvensi ILO 161 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja (Occupational Health Services). Maritim Labor Convention (MLC) Tahun 2006 dan ILO Guideline of OSH on Maritime Tahun 2014.
Menurut International Labour Organitation/ILO (2012), terdapat lebih 2 juta kasus kematian tiap tahunnya dikarenakan kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja dan 300.000 orang meninggal dari 250 juta kecelakaan dan sisanya adalah kematian karena penyakit akibat hubungan kerja. ILO (2013) mencatat bahwa setiap 15 detik seorang Pekerja meninggal dunia karena Kecelakaan Kerja serta sebanyak 160 Pekerja mengalami sakit akibat kerja. Laporan pelaksanaan Kesehatan Kerja pada 26 propinsi tahun 2013 di Indonesia memberikan gambaran jumlah kasus penyakit pada Pekerja, yaitu kasus penyakit umum mencapai 2.998.766 kasus, dan kasus penyakit Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan diduga PAK 428.844 kasus (14%) dari 3 juta kunjungan Pekerja yang dilaporkan Puskesmas. 
Berdasarkan data BPS Agustus 2014, diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 252,71 orang, dengan persentase laki-laki 50,3%. Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2014 pada kelompok penduduk usia kerja sebanyak 182,99 juta, dengan jumlah perempuan 91,69 juta dan laki-laki 91,30 juta. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan lebih rendah dari laki-laki, yaitu 83,05 berbanding 50,22. Jumlah angkatan kerja 121,9 juta, yang bekerja 114.6 juta, bekerja full time (>35 jam per minggu) 78.9 juta, part time (< 35 jam per minggu) 2 juta, (<15 jam per minggu) 2,2 juta, pengangguran 5.94%. Proporsi usia kerja yang terus meningkat merupakan tantangan sekaligus kesempatan yang perlu pengawalan agar menjadi bonus demografi dengan menciptakan usia kerja yang sehat dan produktif. Tantangan proporsi Pekerja yang besar adalahpotensi dan kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Kerja (KAK) yang tinggi. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak perempuan Pekerja harus mendapat perhatian serius, termasuk Kesehatan reproduksi.
Data Jamsostek (2013) memperlihatkan bahwa angka Kecelakaan Kerja mencapai 103.285 kasus dari 12,4 juta jumlah Pekerja peserta  Jamsostek. Riskesdas 2013, 11,0 % Pekerja mengalami gangguan pendengaran dan 11,9% mengalami penyakit sendi otot.Data tersebut tidak dapat menunjukkan hasil yang sebenarnya. Berdasarkan hasil Jumlah kasus berhubungan denganpekerjaan ini belum sepenuhnya menggambarkan keadaan sesungguhnya karena tidak terdeteksi, tidak terdiagnosis, dan tidak dilaporkan.

Selain Penyakit Akibat Kerja dan Kecelakaan Kerja, juga tidak kalah penting penyakit tidak menular (PTM) yang merupakan kelompok terbesar penyakit pada usia kerja. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013, jumlah kasus Penyakit Jantung Koroner (PJK)mencapai 1,5%; hipertensi 25,8%; diabetes mellitus 2,1%; Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) 3,8%; asthma 4,5%; kanker 1,4%; obesitas sentral 26,6%; danstroke mencapai 1,21%. Tingginya prevalensi penyakit PTM ini sangat berpengaruh pada produktivitas sehingga harus mendapat perhatian serius dalam pencegahannya. Penting sekali dalam hal ini adalah mengidentifikasi risiko untuk menentukan langkah promosi Kesehatan dan pencegahan penyakit.

Berdasarkan laporan dari 26 provinsi yang dikompilasi oleh Kementrian Kesehatan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa: dari 6.375.997 kunjungan Pekerja di Puskesmas didapatkan 634.957 kasus diduga Penyakit Akibat Kerja (PAK), 173.705 kasus PAK, dan 62.164 kasus Kecelakaan Kerja. Selain itu, proporsi kumulatif HIV positif pada usia di atas 20 tahun sebesar 92,7% dan proporsi kumulatif AIDS tahun 1987-Juni 2013 pada kelompok usia yang sama adalah 66%. Riskesdas tahun 2007 dan 2013 menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus penyakit tidak menular (DM, stroke, obesitas) pada usia ≥ 15 tahun.  Angka ini bukan merupakan angka survaillans tetapi hanya dilaporkan sehingga tidak menggambarkan secara pasti berapa kasus yang tidak dilaporkan.
Dalam rangka menjamin peningkatan derajat Kesehatan Pekerja, maka Pekerja perlu mendapat jaminan Kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pengembangan Program Kesehatan Kerja di Indonesia juga diarahkan untuk mendukung target pencapaian Milenium Development Goals (MDG’s) dan keberlanjutan program pasca MDG’s 2015 yakni mengembangkan upaya-upaya pencegahan penyakit menular di kalangan Pekerja perempuan di Tempat Kerja, Kesehatan reproduksi dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan sehingga meningkatnya status Kesehatan mereka. Dengan demikian jaminan Kesehatan Pekerja merupakan salah satu solusi untuk menurunkan angka kematian ibu di Indonesia dan dapat sebagai salah satu program strategis yang dilakukan dan dikembangkan pada Pasca MDG’s 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Kapasitas Kerja adalah kemampuan seorang Pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik pada suatu Tempat Kerja dalam waktu tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan  sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen Perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya Tempat Kerja yang aman, efesien, dan produktif. 
Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sektor formal adalah adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang beroperasi secara resmi (memiliki izin, akta pendirian), memperkerjakan Pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, meliputi usaha  menengah dan besar serta instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan sektor informal adalah Perusahaan Non Direktori (PND) dan Usaha Rumah Tangga (URT) dengan jumlah tenaga kurang dari 20 (dua puluh) orang,  antara lain meliputi usaha individu/mandiri, skala rumah tangga, dan mikro/kecil.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4) 
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peningkatan Kesehatan Kerja” adalah Upaya Kesehatan di Tempat Kerja yang dilakukan secara terkoordinasi dan komprehensif dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja, Pemberi Kerja, Pekerja dan masyarakat lainnya agar lebih berperan mencapai tujuan meningkatnya Kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan Pekerja
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “perilaku hidup bersih dan sehat serta selamat di Tempat Kerja” adalah upaya untuk memberdayakan para Pekerja, pemilik dan pengelola Tempat Kerja, agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat serta selamat, juga berperan aktif dalam mewujudkan Tempat Kerja sehat dan aman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tatalaksana Kesehatan jiwa Pekerja” adalah upaya pengendalian faktor psikososial di Tempat Kerja dan pencegahan gangguan mental emosional yang dapat terjadi pada Pekerja.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pemenuhan gizi Pekerja” adalah pemenuhan gizi yang diperlukan oleh Pekerja untuk melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan dan beban kerjanya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf Kesehatan Pekerja sehingga tercapai tingkat produktivitas dan efisiensi kerja secara optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kesehatan reproduksi” adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Kesehatan reproduksi di Tempat Kerja merupakan Upaya Kesehatan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan Kesehatan reproduksi akibat dari alat, bahan, dan proses kerja serta Lingkungan Kerja.
Huruf f

Yang dimaksud dengan “peningkatan kebugaran jasmani” adalah peningkatan kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 8
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemicu stres (stressor) adalah kondisi yang menekan keadaan psikis Pekerja sehingga menimbulkan ketegangan fisik, psikis, emosi maupun mental yang dapat disebabkan karena lingkungan fisik; beban atau tugas yang berat; kurangnya kontrol, hubungan interpersonal, dan pengakuan terhadap kemajuan kerja baik dari lingkungan Tempat Kerja maupun di luar Tempat Kerja.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menciptakan Lingkungan Kerja yang kondusif” adalah menciptakan suasana saling menghargai, saling membantu, saling perhatian dan saling terbuka serta tidak diskriminatif antar Pekerja. Selain itu, juga menciptakan Lingkungan Kerja yang nyaman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengorganisasian Pekerjaan dan budaya kerja” adalah penyusunan tata hubungan kerja yang baik di dalam organisasi, termasuk  pengaturan shift kerja dan pembagian peran yang jelas.
Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “program pendampingan Pekerja (Employee Assistance Program/EAP)” adalah program untuk memberikan bantuan dan dukungan Pekerja dalam mengatasi masalah pribadi maupun masalah di Tempat Kerja untuk mengembalikan dan meningkatkan kinerja Pekerja.
Huruf e

Pemberian sanksi bersifat administratif dalam rangka penegakan penatalaksanaan Kesehatan jiwa di Tempat Kerja. Sedangkan pemberian penghargaan dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi Pekerja agar lebih inovatif dan sehat produktif.

Pasal 9
Ayat (1)

Huruf a

Penilaian status gizi Pekerja dilakukan agar dapat menentukan kebutuhan gizi yang sesuai serta pemberian intervensi gizi bila diperlukan. Penilaian status gizi dapat dilakukan melalui pengukuran antropometri, pemeriksaan klinis dan pemeriksaan Laboratorium.

Huruf b

pemenuhan gizi seimbang bagi Pekerja diselenggarakan oleh pemberi kerja, dapat dilakukan melalui penyediaan makanan di Tempat Kerja  atau pihak ketiga di luar Tempat Kerja serta  memenuhi syarat higiene dan sanitasi makanan (jasaboga). pemenuhan gizi kerja ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga mendukung kinerja Perusahaan
Huruf c

Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi Pekerja dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi. Selain itu, dapat dilakukan melalui pemberian suplemen gizi, vitamin dan mineral yang diperlukan, terutama pada Pekerja yang rentan termasuk Pekerja perempuan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.
Pasal 10
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perlindungan Kesehatan reproduksi “kesetaraan gender” adalah pemenuhan hak Kesehatan reproduksi khususnya perempuan sesuai dengan peran dan fungsinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “haid dengan indikasi medis” adalah keluhan-keluhan pada saat haid yang dapat mengganggu aktivitas pekerjaannya berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga medis/dokter.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ”aborsi  atas indikasi kedaruratan medis” adalah apabila kehamilan mengancam nyawa, Kesehatan ibu dan janin termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)

Program peningkatan kebugaran jasmani Pekerja dicapai dengan melakukan latihan fisik yang baik, benar, terukur, dan teratur.  

Latihan fisik adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, dan berkesinambungan dengan melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang serta ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani.
Ayat (2)

Huruf a 

Yang dimaksud dengan aktivitas fisik harian Pekerja adalah  setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluarag tenaga  dan energi atau pembakaran kalori yang dilakukan oleh Pekerja  setiap hari.
Huruf b

Peregangan di Tempat Kerja dapat dilakukan beberapa kali sehari untuk membantu mengurangi keluhan akibat posisi tubuh yang sama untuk waktu lama  dan pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang 

Huruf c
Pengukuran kebugaran jasmani Pekerja dilakukan dan dipilih sesuai dengan komponen kebugaran jasmani yang akan ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kinerja bagi tenaga kerja. Metode pemeriksaan komponen kebugaran jasmani Pekerja yang dapat  dilakukan dengan fasilitas minimal adalah indeks massa tubuh (IMT), lingkar pinggang (LP), daya tahan jantung paru, kekuatan dan daya tahan  otot, fleksibilitas.
Huruf d
Pemantauan dilakukan dengan menggunakan Kartu Menuju Bugar (KMB),  Kartu Latihan (KL), pemeriksaan kondisi tubuh, mengukur denyut nadi  (DN).

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “Manajemen Risiko Kesehatan di Tempat Kerja” adalah proses pengendalian risiko secara berkelanjutan mulai dari identifikasi, penilaian risiko, penetapan program pengendalian, pelaksanaan program pengendalian, monitoring dan evaluasi risiko di Tempat Kerja.
Ayat (2)

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pengidentifikasian potensi bahaya  Kesehatan Kerja” adalah proses secara sistematik dan berkesinambungan berdasarkan informasi yang tersedia untuk mengidentifikasi bahaya Kesehatan dan menganalisis risiko Kesehatan terhadap Pekerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penilaian risiko Kesehatan Kerja” adalah proses menentukan prioritas pengendalian dan tindak lanjut terhadap tingkat risiko Kesehatan dan Kecelakaan Kerja karena tidak semua aspek bahaya potensial dapat ditindaklanjuti. 

Huruf c

Pengendalian risiko Kesehatan Kerja merupakan program atau kegiatan yang dilakukan bila suatu risiko tidak dapat diterima maka harus dilakukan penanganan risiko, setelah melakukan evaluasi bahaya dan risiko Kesehatan dan menentukan metode pengendalian yang dipilih atau direkomendasikan, agar tidak menimbulkan  ganggungan Kesehatan, Penyakit Akibat Kerja, Penyakit Terkait Kerja, dan Cidera Akibat Kerja. 
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan penilaian pajanan adalah penilaian suatu faktor risiko yang ada di Lingkungan Kerja yang dapat mempengaruhi Kesehatan Pekerja berupa faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Potensi bahaya  Kesehatan Kerja antara lain bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi dan  psikososial. Daftar wajib manajemen risiko diperoleh antara lain melalui  Lembar Data Keselamatan Bahan/Material Safety Data Sheet (MSDS).

Pasal 17
Pengendalian risiko merupakan suatu hierarki (dilakukan berurutan sampai dengan tingkat risiko/bahaya berkurang menuju titik yang aman). Pelaksanaan hirarki pengendalian risiko dapat dilakukan secara bersama atau saling melengkapi. 

Huruf a

Yang dimaksud dengan “eliminasi” adalah upaya untuk menghilangkan sumber bahaya di Tempat Kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “substitusi” adalah mengganti atau mensubtitusi zat/benda/proses yang menjadi sumber bahaya dengan zat/benda/proses lain yang tidak menjadi sumber bahaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengendalian teknik/rekayasa” adalah upaya menurunkan risiko sumber bahaya sehingga tidak membahayakan Pekerja dengan ergonomi teknis. Sebagai contoh dapat berupa penutupan sumber bahaya sehingga tidak menimbulkan kontak langsung pada Pekerja.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengendalian administratif” adalah upaya menjaga Pekerja dalam wilayah sehat dan aman, antara lain pemasangan tanda bahaya dan pembuatan SOP (Standard Operational Procedure) pemakaian alat kerja termasuk pelatihan metode kerja yang sehat dan selamat. 

Huruf e

Yang dimaksud dengan alat pelindung diri antara lain helmet, safety shoes, ear plug/muff, safety goggles.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penerapan ergonomi kerja” adalah penyesuaian alat kerja, cara kerja, beban kerja dan proses kerja serta Lingkungan Kerja. 

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “antropometri Pekerja" adalah ukuran dimensi anatomi bagian tubuh yang digunakan saat bekerja. 
Huruf e

Yang dimaksud dengan pemberian beban kerja yang sesuai adalah penyesuaian kemampuan/kapasitas Pekerja dengan beban kerja yang diberikan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan antisipasi potensi bahaya Kesehatan Kerja adalah suatu aktivitas untuk memprediksi adanya potensi bahaya/hazard yang mungkin timbul di atau dari Tempat Kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengenalan/rekognisi potensi bahaya Kesehatan Kerja adalah suatu upaya untuk mengenal atau mengidentifikasi faktor risiko Lingkungan Kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, dan psikologis yang timbul di/dari Lingkungan Kerja sebagai langkah awal dalam proses evaluasi dan pengendalian bahaya/hazard.

Huruf c

Yang dimaksud dengan evaluasi bahaya Kesehatan Kerja adalah upaya untuk mendapatkan gambaran antara tingkat pemaparan dengan dampak pemaparan melalui pengukuran eksposur yang berpotensi, membandingkan eksposur tersebut dengan standard yang ada dan merekomendasikan tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya.
Huruf d

Yang dimaksud dengan pengendalian bahaya Kesehatan Kerja adalah  tindakan yang diperlukan dalam pengendalian hazard untuk jangka pendek dan jangka panjang secara berkesinambungan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi bahaya.
Pasal 21
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lingkungan Kerja” adalah area/ruang yang dipergunakan untuk kegiatan kerja, antara lain berupa ruang/Tempat Kerja, tempat penyimpanan bahan baku, ruang/tempat proses, mesin/peralatan, hasil produksi, sisa proses produksi/limbah dan benda-benda di sekitarnya 
Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan faktor risiko fisika antara lain adalah kebisingan, getaran, temperatur ekstrim, radiasi dan pencahayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan faktor risiko kimia antara lain berupa gas, uap, debu, dan aerosol.   

Huruf c

Yang dimaksud dengan faktor risiko biologi antara lain berupa virus, bakteri, jamur, dan serangga, termasuk pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit/reservoar.   

Huruf d

Yang dimaksud dengan faktor ergonomi ….

Huruf e
Yang dimaksud dengan faktor risiko psikososial adalah berkaitan dengan aspek sosial psikologis maupun organisasi pada pekerjaan dan Lingkungan Kerja yang dapat memberi dampak pada aspek fisik dan mental Pekerja, antara lain pola kerja yang tak beraturan, waktu kerja yang diluar waktu normal, beban kerja yang melebihi kapasitas mental, tugas yang tidak bervariasi, suasana Lingkungan Kerja yang terpisah atau terlalu ramai.

Pasal 22
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyesuaian antara status Kesehatan Pekerja dengan jenis pekerjaannya merupakan upaya agar jenis pekerjaan yang dihadapi tidak menyebabkan atau memperburuk status Kesehatan dan status Kesehatan Pekerja tidak menyebabkan terjadinya gangguan kegiatan/proses kerja dan Lingkungan Kerja.
Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan Kesehatan prapenempatan  atau sebelum bekerja” adalah upaya untuk mengetahui kondisi awal Kesehatan Pekerja yang dilakukan melalui pemeriksaan Kesehatan oleh dokter sebelum penempatan pada suatu pekerjaan tertentu dan/atau pindah pada pekerjaan tertentu lainnya. 

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan Kesehatan berkala” adalah upaya untuk mengetahui gangguan Kesehatan seawal mungkin untuk pencegahan dan mengetahui kapasitas kerja dengan menilai kondisi Kesehatan waktu tertentu pada Pekerja yang telah melakukan pekerjaannya. 

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan Kesehatan khusus” adalah upaya untuk menilai kelaikan kerja dan digunakan untuk menempatkan seseorang Pekerja sesuai dengan kesehatannya. 

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kondisi khusus pekerjaan” adalah terjadinya pajanan bahaya potensial Kesehatan yang bersifat insidentil, perubahan proses kerja, dan baru saja mulai bekerja pada jenis pekerjaan tersebut.

Yang dimaksudkan dengan “kerentanan Kesehatan Pekerja” antara lain:

a. mengalami kecelakaan dan/atau sakit yang memerlukan perawatan lama dan berulang dalam waktu lebih dari 3 (tiga) bulan; 

b. faktor genetik, kehamilan, laktasi, usia lanjut (ageing workers), dan keadaan rentan lainnya; dan 

c. tidak bekerja selama periode yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas 

Ayat (2)

Dokter yang memiliki kompetensi untuk pemeriksaan Kesehatan Pekerja merupakan dokter yang telah mengikuti pelatihan khusus dengan kurikulum terstandar yang terkait dengan tatalaksana Penyakit Akibat Kerja, upaya peningkatan dan pencegahan penyakit.

Yang dimaksud dengan pelatihan khusus antara lain pelatihan diagnosis Penyakit Akibat Kerja dan pelatihan penetapan kelaikan kerja dan tatalaksana kembali kerja setelah mengikuti pelatihan Kesehatan Kerja dasar dan/atau pelatihan hiperkes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah pendidikan spesialis atau pendidikan akademik program pascasarjana bidang Kesehatan/kedokteran kerja. 

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar kewaspadaan universal (universal precaution) ”adalah langkah-langkah yang perlu diikuti ketika melakukan tindakan yang melibatkan kontak dengan darah, semua cairan tubuh dan sekrsesi, ekskresi (kecuali keringat), kulit dengan luka terbuka dan mukosa yang bertujuan untuk melindungi  Tenaga Kesehatan, Pekerja, dan pihak terkait dari paparan objek yang infeksius selama prosedur perawatan berlangsung. Pencegahan yang dilakukan adalah evaluasi pasien, perlindungan diri, sterilisasi instrumen, desinfeksi permukaan, penggunaan alat sekali pakai dan penanganan sampah medis.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surveilans Kesehatan di Tempat Kerja” adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah Kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau penyakit menular dan tidak menular di Tempat Kerja, Penyakit Akibat Kerja, Penyakit Terkait Kerja, dan Cidera Akibat Kerja untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. 

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “tempat kerja yang berisiko” adalah area tempat Pekerja melakukan kegiatan yang berpotensi menularkan penyakit berasal dari agen Lingkungan Kerja berupa orang, hewan maupun spesimen tubuh seperti darah, liur, dahak dan lainnya.

Profilaksis diberikan pada Pekerja apabila ada kontraindikasi dengan pemberian vaksin, belum ada vaksin untuk penyakit tersebut. 
Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6) 
Cukup jelas.
Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “diintegrasikan” adalah adanya keterkaitan dan kesesuaian antara penerapan standar penanganan penyakit dengan manfaat dan layanan dalam program jaminan Kesehatan nasional dan jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja. 
Ayat (8)

Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai praktik kedokteran, Tenaga Kesehatan, pendidikan kedokteran, dan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Pendekatan menyeluruh dilakukan dengan memberikan terapi tidak hanya terbatas pada pemberian obat tetapi juga dukungan mental dan sosial melalui konseling. 

Pasal 36
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas Kesehatan tingkat lanjut” adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempunyai kemampuan pelayanan untuk penanganan kasus penyakit menular dan tidak menular, gangguan Kesehatan, Penyakit Akibat Kerja, Penyakit Terkait Kerja, Cidera Akibat Kerja, dan kasus keracunan.
Ayat (2)

Rujukan dengan memperhatikan aspek medik adalah rujukan untuk kasus penyakit. 
Rujukan dengan memperhatikan aspek Kesehatan Kerja adalah rujukan untuk penanganan dan pengendalian faktor risiko di Tempat Kerja (occupational management) pada Penyakit Akibat Kerja. 

Pasal 37
Ayat (1)

Cukup jelas. 

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemulihan medis” adalah pelayanan Kesehatan terhadap gangguan fisik, psikis dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterapian fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal. 

Yang dimaksud dengan “pemulihan kerja” (return to work)” adalah upaya pemulihan terhadap Pekerja yang telah menderita luka traumatik atau berlebihan pada atau di luar pekerjaan, agar dapat membantu Pekerja meningkatkan toleransi fisik dan melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga Pekerja dapat kembali bekerja. Dalam pemulihan kerja, apabila diperlukan tenaga Kesehatan dapat memberi rujukan ke lembaga rehabilitasi sosial.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) 

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “program kembali kerja” adalah suatu upaya terencana agar Pekerja yang mengalami cedera/sakit dapat segera kembali bekerja secara produktif, aman dan berkelanjutan. Dalam upaya ini termasuk pemulihan medis, pemulihan kerja, pelatihan keterampilan, penyesuaian pekerjaan, penyediaan pekerjaan baru, penatalaksanaan biaya asuransi dan kompensasi serta partisipasi pemberi kerja. 
Yang dimaksud dengan “program kembali kerja” (return to work)” adalah yang selanjutnya disebut program kembali kerja adalah rangkaian tata laksana terhadap Pekerja yang mengalami cedera atau sakit melalui pelayanan Kesehatan, rehabilitasi dan pelatihan agar Pekerja dapat kembali bekerja (berdasarkan Permenaker No 10 Th 2016)
Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan standar Kesehatan Kerja sebagai bagian dari norma keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah…

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah Upaya Kesehatan Kerja diselenggarakan oleh Pengurus atau Pengelola Tempat Kerja, atau Pemberi Kerja dengan dukungan sumber daya Kesehatan milik sendiri.

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di luar Tempat Kerja yang bekerja sama dengan pengelola Tempat Kerja/Pemberi Kerja untuk memberikan layanan Kesehatan pada Pekerja di Tempat Kerja tersebut, diantaranya adalah dokter praktik swasta, klinik, Puskesmas, atau pemberi jasa Kesehatan lainnya, seperti pemberi jasa kedokteran okupasi, pemberi jasa K3, dan pemberi jasa Kesehatan lainnya. 

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tenaga ahli lainnya adalah tenaga ahli yang memiliki latar belakang pendidikan terkait Kesehatan Kerja, antara lain ahli higienis industri, ahli keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan ahli ergonomi kerja.

Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Klinik utama antara lain klinik kedokteran okupasi.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “yang disesuaikan dengan faktor bahaya Kesehatan dan keselamatan di Tempat Kerja” adalah kesesuaian fungsi alat yang tersedia dengan potensi bahaya dan keselamatan yang terdapat di Lingkungan Kerja untuk mencegah dan menangani penyakit menular, penyakit tidak menular, gangguan Kesehatan, Penyakit Akibat Kerja, dan Cidera Akibat Kerja.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan standar yang berlaku antara lain standar ketenagakerjaan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud secara berkala adalah laporan harian bulanan/trimester/tahunan 
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penelitian dan pengembangan di bidang surveilans kesehatan kerja antara lain kapasitas kerja, Lingkungan Kerja, dan ergonomi.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain Korps Pegawai Negeri, Korps TNI/POLRI, organisasi pengusaha, serikat Pekerja atau buruh, organisasi profesi terkait, perguruan tinggi, dan organisasi internasional.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud tenaga pengawas Kesehatan adalah Tenaga Kesehatan, termasuk fungsional pembimbing Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) 
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.
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